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YOGYA (KR) - Proyeksi
pertumbuhan ekonomi di
tengah dinamika global
turut menjadi perhatian
kalangan legislatif di Kota
Yogyakarta. Komisi A
DPRD Kota Yogyakarta
bahkan turut mendukung
terciptanya kondusivitas
iklim investasi di kota ini
demi keberlangsungan
pembangunan.

Meski membidangi uru-
san pemerintahan, namun
Komisi A tetap memiliki
peran yang cukup siginifi-
kan. Terutama dalam men-
jamin eksekutif, dalam hal
ini Pemkot Yogyakarta,
mampu memberikan pela-
'yanan investasi yang terbu-
ka, transparan, akuntabel
dan nirbiaya. Hal ini pula
yang mendasari alat ke-
lengkapan dewan tersebut
dalam menjalankan fungsi
pengawasan dengan fokus
pada aspek legalitas.
Terutama terhadap iklim
investasi industri pariwisata
di bidang akomodasi atau
perhotelan. Mengingat,

hotel menjadi salah satu pe- .

nyumbang Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dari sektor
pajak yang cukup dominan
bagi Kota Yogyakarta.
Ketua Komisi A DPRD
Kota Yogyakarta Susanto
Dwi Antoro, menyebut da-
lam  menjalankan fungsi
pengawasan, salah satu
yang dilakukannya ialah
melakukan inspeksi ke se-
jumiah hotel. Seperti yang
dilakukan pada Selasa (7/4)
sore lalu dengan menyam-
bangi dua lokus di kawasan
Jalan Agus Salim dan Jalan
Mangkubumi (AM Sangaji).
“Inspeksi yang kami laku-
kan ini bukan untuk mencari
kesalahan, melainkan. jus-
tru melihat perkembangan
izin yang sudah dilakukan.
Sejauh mana prosesnya,
apa yang menjadi kendala
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dan lain inya,” Dirinya b jajaran
tandasnya. Anggota Komisi A pun me-

Melalui fungsi pemga- nyakini seluruh investor
wasan itu pula jajarannya Mampu menaati aturan

bisa melakukan dialog
secara terbuka bersama
pihak manajemen maupun
investor. Susanto berharap
semua aspek legalitas yang
menjadi persyaratan ope-
rasional usaha dapat dipa-
tuhi dengan baik. Hal ini
agar jangan sampai me-
munculkan persaingan
yang tidak sehat di antara
investor atau pelaku usaha.

tersebut.

Justru, dengan terjun
langsung mengecek aspek
legalitas pihaknya bisa
mendapatkan gambaran
secara utuh. Terutama jika
pihak manajemen memiliki
kendala teknis yang mem-
butuhkan solusi tepat dan
cepat. “Dulu ketika proses
membangun, kami lakukan
pengawasan. Kini ketika

s

Komisi A DPRD Kota Yogyakarta melakukan inspeksi ke usaha perhotelan sebagai bagian dari fungsi

sudah beroperasi, kami
ingin memastikan kembali.
Makanya, ketika ada ham-
batan apapun, sampaikan

ke kami. Ketika nanti butuh -

solusi melalui regulasi, ka-
mi tentu akan mengusulkan
ke eksekutif,”imbuhnya.
Dari dua lokus usaha
perhotelan yang dilakukan
inspeksi kemarin, Komisi A
fokus pada dokumen Serti-
fikat Laik Fungsi (SLF) per-
hotelan. Dokumen SLF
menjadi salah satu aspek
legalitas yang cukup pen-
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i pengawasan.

ting dalam menjaga keama-

’ kat,"katanya.

nan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Yogya-
karta. Kaitannya untuk
membuka dokumen perizi-
nan seluruh perhotelan
yang sudah beroperasi
maupun yang sedang di-
bangun. “Hotel ini kan
menjadi andalan PAD bagi
Kota Yogyakarta. Kami
ingin memastikan semua-
nya mampu beroperasi
dengan baik, legal dan

wasan ini sama sekali bu-
kan untuk mencari-cari ke-
salahan. Justru kami ingin
mencari formula kebijakan
yang pro investasi. Bisa jadi
hambatan yang dialami ter-
nyata karena regulasi yang
ambigu,” tegasnya.
Menurut Candra, pe-
ngawasan ini bertujuan
untuk menciptakan ekosis-
tem bisnis yang sehat dan
transparan. Beberapa poin
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Anggota Komisi A
DPRD Kota Yogyakarta Dwi
Candra Putra, menam-
bahkan selain melakukan
pengecekan administrasi,
momentum ini juga diguna-
kan sebagai ruang diskusi
antara legislatif dan pelaku
usaha. Pihaknya menggali
informasi mengenai berba-
gai kesulitan atau kendala
yang dihadapi investor se-
lama proses per-

nan dan 1, baik
bagi investor maupun para
tamu perhotelan. Hal ini
karena dalam dokumen
tersebut meliputi konstruksi
bangunan, fasilitas penun-
jang keselamatan, keama-
nan pekerja dan pengun-
jung, sanitasi serta aspek
lainnya.

Oleh karena itu, dalam
waktu dekat pihaknya akan
menggelar rapat kerja

bersama Dinas Pena-
naman Modal danv Pelaya-

izinan di Kota Yogyakarta.
Hal ini menjadi krusial
mengingat Kota Yogyakarta
sangat mengandalkan sek-
tor jasa dan pariwisata
sebagai motor

penting yang dil dari
kunjungan ini antara lain va-
lidasi data dengan memas-
tikan dokumen IMB/PBG,
izin lingkungan, dan izin
operasional sesuai dengan
pemanfaatan ruang. Kemu-
dian juga evaluasi birokrasi
dengan mengidentifikasi
titik-titik penyumbatan
(bottleneck) dalam proses
perizinan. Muaranya ialah
penyusunan formula kebija-
kan guna mencari solusi
agar proses investasi di
sektor pariwisata menjadi
lebih mudah, cepat, namun
tetap taat hukum.
"Tujuannya adalah me- -
nemukan formula kebijakan

ekonomi daerah. Hasil dari
pengawasan dan diskusi
lapangan ini nantinya akan
dijadikan masukan penting
bagi DPRD dalam meru-
muskan kebijakan di masa
depan. “Sekali lagi kami te-
kankan, bahwa pola penga-

yang mampu idahkan
investor tanpa mengabai-
kan aturan. Jika investasi
pariwisata tumbuh subur
dan tertib administrasi,
maka kesejahteraan ma-
syarakat Kota Yogyakarta
juga akan meningkat," te-
rangnya. (Dhi)
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